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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah singkat Bank BTPN KCP Majalaya

Pada awalnya Bank BTPN merupakan suatu “Perkumpulan” dengan nama Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL), yang didirikan di Bandung tanggal 5 Februari 1958 oleh 6 orang purnawirawan ABRI dan 1 orang Sipil yaitu : 

1. Rd. Ramilie Tjokroadirejo, Purnawirawan ABRI

2. M. R. L. Siahaan, Purnawirawan ABRI

3. Abdul Hamid, Purnawirawan ABRI

4. Abdulrachman, Purnawirawan ABRI

5. Mochammad Abdul Fattah, Purnawirawan ABRI

6. Ibrahim Byek, Purnawirawan ABRI

7. Ny. Rd. Ayu Pandarukmini Tjokroadirejo, Sipil

Akte pendirian Bank BTPN dibuat tanggal 6 Oktober 1959 dan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI pada tanggal 18 November 1960 melalui keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 16 Juli 1960.


Timbulnya gagasan mendirikan BAPEMIL ini, untuk membantu para veteran, purnawirawan serta janda yatim piatu yang ada pada masa itu, masa dimana terjadi kesulitan ekonomi dan terjerat rentenir. Adapun maksud dan tujuan didirikan BAPEMIL ini adalah untuk turut serta dalam pembangunan nasional, baik dalam perhitungan tabungan maupun dalam pendirian dana pensiun dalam arti kata yang luas untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya kepada para nasabah.


Menurut UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, maka badan hukum BAPEMIL ditingkatkan yang semula “Perkumpulan” menjadi “Perseroan Terbatas”. BTPN merupakan kelanjutan dari perkumpulan BAPEMIL yang didirikan di Bandung pada tanggal 16 Februari 1985 dengan akta notaris pengganti Ny. Dedeh Ramdah Sukarna pada tanggal 13 Juli 1985 No. 460 serta diumumkan dalam berita negara No. 1148/ 198.


Sebagai tindak lanjut dari pengesahan diatas, maka telah diselenggarakan rapat luar biasa para pemilik saham Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung tanggal 25 dan 26 Februari, dengan keputusan sebagai berikut :

1. Secara yuridis perkumpulan BAPEMIL dibubarkan terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986 dan kegiatannya dilanjutkan oleh BTPN.

2. Terhitung mulai 1 April 1986 segala hak dan kewajiban perkumpulan BAPEMIL beralih menjadi hak dan kewajiban BTPN. 

Pada tahun 1986 Dirjen Moneter Dalam Negeri, Departemen keuangan RI memberi izin kepada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional sebagai kelanjutan usaha dari BAPEMIL.


Selanjutnya melalui SK Menteri Keuangan RI tanggal 2 Desember 1986 No. KEP. 135 KM.11/ 1986 tentang izin mendirikan/ membuka kantor cabang PT. BTPN menambah 11 kantor cabang yang diantaranya di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, sehingga bank ini seluruhnya memiliki 26 Kantor Cabang beserta 1 Kantor Pusat Operasional (KPO), 63 Kantor Cabang Pembantu, 106 Kantor Kas serta 26 Unit Kas Mobil Indonesia. 


Mulai tanggal 1 Januari 1987, Bank Tabungan Pensiunan Nasional telah menjadi anggota Perhimpunan Bank Swasta Nasional (PERBANAS) berdasarkan SK PERBANAS tanggal 1 Juli 1987 No. 600/ 1/ 1987 tentang penerimaan dan pengesahan BTPN sebagai anggota PERBANAS. Selanjutnya untuk lebih mendorong peran lembaga perbankan nasional dalam pembangunan maka diberlakukan UU Perbankan. Melalui UU tersebut, PT. BTPN yang semula berstatus sebagai Bank Tabungan berubah menjadi Bank Umum yang disahkan melalui SK Menteri Keuangan RI tanggal 22 Maret 1993 No. KEP. 005/ KM. 17/ 1993.


BTPN telah melakukan pemberdayaan sumber daya manusia melalui pengkaderan dan pelatihan manajer, serta meningkatkan profesionalisme para pegawai. Selain itu BTPN telah melakukan perluasan wilayah ke luar Jawa dan Sumatera Utara, serta melakukan versifikasi kredit dengan menciptakan paket-paket kredit untuk pengusaha kecil.


Sistem organisasi perusahaan sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 anggaran dasarnya, maksud dan tujuan pendirian Bank BTPN adalah :

1. Secara Umum

Berperan serta untuk meningkatkan pembangunan perekonomian bangsa Indonesia melalui kegiatan-kegiatan perbankan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjalankan usaha-usaha dalam lapangan perbankan dalam arti kata yang seluas-luasnya sejauh apa yang diperankan oleh pemerintah kepada Bank Tabungan Swasta.

2. Secara Khusus  

Berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pensiun baik purnawirawan ABRI maupun Wredatama dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dengan jalan : 

a. Menghidupkan serta mewujudkan semangat menabung dan memberikan kesempatan untuk menyimpan dan memberikan pinjaman dengan suku bunga kepada Purnawirawan ABRI dan pensiunan lainnya serta badan hukum yang diberikan dan didirikan oleh pensiun atau Purnawirawan ABRI Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Indonesia yang seluruh peserta dan pimpinannya terdiri dari Warga Negara Indonesia pada umumnya.

b. Memberi kredit kepada Purnawirawan ABRI dan pensiun lainnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP 975/ MK/ i/ 1976 tanggal 27 Juli pada Warga Negara Indonesia Badan Hukum Negara Indonesia lainnya, pada umumnya pelaksanaannya dilakukan menurut bimbingan Bank Indonesia yang tidak bertentangan dengan UU yang berlaku.

c. Turut membantu pemerintah dalam rangka mengurangi pinjaman gelap yang sasaran khususnya ditujukan kepada masyarakat pensiunan dan Purnawirawan ABRI.

d. Mendirikan dana sosial dalam arti kata yang luas untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pensiunan pada khususnya.

e. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun dalam rangka keamanannya guna tercapainya stabilitas ekonomi negara serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur. 

Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwenang bila diperlukan. Dalam meningkatkan hasil usahanya serta mengembangkan wilayah operasionalnya apabila pada tahun 1986 bank ini hanya beroperasi di kota-kota Pulau Jawa dan Medan, maka sejak tahun 1989 Bank BTPN telah mampu melayani nasabah terutama nasabah pensiun di kota-kota penting lainnya, seperti di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Dengan diberlakukannya UU No. 2 tahun 1992 tentang Perbankan, status Bank Tabungan Pensiunan Naional sebagai Bank Tabungan berubah pula menjadi Bank Umum. Status ini telah dikokohkan dalam SK Menteri Keuangan RI No. KEP. 005/ KM. 17/ 1993 tentang usaha Bank BTPN akan lebih luas dan lebih bervariasi dibandingkan sebelumnya, namun demikian Bank BTPN mempunyai kesempatan yang luas untuk meningkatkan serta mengembangkan usahanya. 

Bank ini akan tetap menjaga komitmennya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada kaum ekonomi, lebih khususnya para pensiunan dalam rangka membantu pemerintah dalam mempercepat program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Konsistensi Bank BTPN dibidang pengentasan kemiskinan telah dibuktikan oleh penghargaan yang telah diterima dari pemerintah sebagai salah satu Bank Pelopor Pengentasan Kemiskinan.

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional KCP Majalaya

Kebijakan manajemen dilaksanakan atas dasar prinsip efisiensi sebagaimana terefleksi di dalam perencanaan dan anggaran perusahaan. Struktur organisasi dan penempatan staff sesuai dengan kecakapan dan kemampuan.

Struktur organisasi yang ada di Bank BTPN KCP Majalaya sangatlah tersusun rapih karena struktur organisasi perusahaan atau bank penting sekali, oleh karena itu Bank BTPN KCP Majalaya menggunakan stuktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk lebih jelas tentang gambaran struktur organisasi PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional dapat dilihat pada gambar 2.1


Sumber : BTPN KCP Majalaya
Gambar  2.1 : Struktur Organisasi BTPN KCP Majalaya

2.3 Deskripsi Jabatan

PT Bank BTPN KCP Majalaya memiliki deskripsi jabatan seperti :

1. Kepala Kantor Cabang Pembantu Majalaya (KCP)

a. Fungsi :

1. Memimpin kantor cabang pembantu selaku pembantu pimpinan Bank     BTPN cabang Majalaya dalam usaha mencapai tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

2. Menjaga dan membina nama baik Bank BTPN di wilayah kantor tersebut.

b. Wewenang :

1. Menyetujui penerimaan dan pengeluaran uang setelah mendapat surat kuasa.

2. Menyetujui atau menolak permohonan kredit.

3. Memutuskan plafon pinjaman.

4. Mengajukan permohonan untuk menambah rekening antar kantor kepala cabang.

5. Membuat instruksi baik lisan maupun tulisan.

6. Mendelegasikan wewenang kepada staff.

7. Pengeluaran biaya-biaya yang sifatnya insendentil.

8. Menyetujui dan menolak permohonan menjadi nasabah dan menolak cuti para karyawan.

c. Tugas :

1. Melaksanakan kegiatan operasional cabang pembantu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan direksi di daerah yang menjadi wilayah serta mengusulkan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

2. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran BTPN KCP Majalaya.

3. Mengirim laporan mingguan, bulanan dan tahunan ke Bank Indonesia dan Kantor Pusat serta menghadiri rapat unit satu kali dalam satu bulan.

4. Mengadakan pembagian tugas dan koordinasi dalam pelaksanaan kerja serta melakukan evaluasi agar pelaksanaannya sejalan dengan program kerja.

5. Memelihara hubungan baik dengan instansi lain seperti Kantor Pos, Pembendaharaan Negara dan mewakili ke pengadilan berdasarkan surat kuasa direksi.

d. Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program kerja kantor cabang pembantu.

2. Bertanggung Jawab atas penyelenggaraan tugas yang telah ditetapkan oleh dewan pengurus dan pemimpin cabang.

3. Bertanggung jawab atas terciptanya situasi kerja yang baik.

2. Tanggung Jawab :Kepala Seksi Kas dan CSO (Costumer Service Officer)

a. Fungsi :

1. Membantu dalam mengamankan penerimaan, pengeluaran serta saldo kas dan surat-surat berharga yang ada pada kas.

2. Menjaga keamanan serta keutuhan uang kas.

b. Wewenang :

1. Menerima dan mengeluarkan uang.

2. Membayar dan menerima setiap transaksi apabila telah mendapat persetujuan kepala dan sesuai dengan kebenaran formil.

3. Menolak atau menangguhkan pembayaran apabila menurut bukti-bukti tidak sesuai dengan kebenaran formal maupun kebenaran material.

4. Mengatur pembagian dan menjaga keuangan.

c. Tugas :

1. Mengawasi cara kerja kasir.

2. Menerima dan mengeluarkan alat-alat pembayaran yang sah setelah mendapat persetujuan kepala dan menerima bukti dari penerima.

3. Mengambil uang muka tagihan dari kantor Pos dan Giro.

4. Menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran uang (Cashflow) bulanan dan tahunan.

5. Menyusun posisi kas setiap hari dan laporannya disampaikan ke kantor pusat setiap hari.

d. Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program kerja kas.

2. Bertanggung jawab atas penyelenggaran tugas seksi kas secara sehat, lancar dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan.

3. Kepala Seksi Kredit

a. Fungsi :

1. Melakukan kegiatan penyaluran dan penarikan kredit yang sehat, pencatatan kredit yang baik dan penyimpanan jaminan dengan aman.

b. Wewenang :

1. Mengatur pembagian tugas, mengadakan koordinasi, pengawasan dan pelaksanaan kerja di Subsie Kredit.

2. Memutuskan pemberian pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Menerima, menyimpan jaminan kredit para debiturnya sampai pinjaman lunas.
c. Tugas :

1. Menyusun rencana kerja dengan anggaran kredit.

2. Bekerjasama dengan seksi Tata Usaha mengenai keanggotaan atau nasabah.

3. Mengirimkan daftar tagihan ke kantor Pos dan bekerjasama dengan PT. Taspen dan Perum ASABRI.

4. Membuat laporan posisi debitur (Rekapitulasi) setiap akhir bulan untuk dikirimkan ke kantor pusat.

5. Membuat perincian daftar saldo pinjaman dan bunga dalam penyelesaian per 31 Desember sebagai bahan laporan.

d. Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas pada seksi dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan.

2. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengamanan kerja seksi kredit.

3. Bertanggung jawab dalam menciptakan pelaksanaan kredit yang sehat.

4. Kepala Seksi Jasa Bank

a. Fungsi :

1. Membantu dalam penerimaan, pencatatan, pengambilan dan pengembalian tabungan dan deposito serta penghitungan bunga.

b. Wewenang :

1. Mengatur pembagian tugas dan mengkoordinir kegiatan para karyawan, memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk dan perintah kerja pada karyawan bawahannya.

2. Mengawasi, memeriksa, serta menilai hasil kerja bawahannya.

3. Menyusun rencana penerimaan dan pengembalian tabungan serta perhitungan bunga tabungan.

c. Tugas :

1. Menyusun dan merencanakan rencana kerja dan anggaran seksi deposito dan tabungan.

2. Menyelenggarakan pengelolaan dan kegiatan yang menyangkut tabungan dan deposito, baik penerimaan maupun pengembalian serta pengelolaan administrasinya.

3. Menerima, mentatausahakan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar yang berhubungan dengan seksi deposito dan tabungan.

4. Memberikan penjelasan kepada calon penabung/ calon deposan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tabungan dan deposito.

5. Melayani para pemerika kas dengan baik dan setiap diperiksa harus meminta berita acara pemeriksaan.

d. Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab menjalankan atas penyelengaraan tugas-tugas seksi deposito dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan.

2. Bertanggung jawab atas penyimpangan-penyimpangan dari segala ketentuan, serta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penyimpangan.

3. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan tugas program kerja Seksi Deposito.

5. Kepala Seksi Umum dan SDM

a. Fungsi :

1. Membantu dalam bidang kesekretarisan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, pencatatan anggota serta masalah umum dengan Bank Tabungan Pensiun Nasional KCP Majalaya.

2. Membantu dalam pengumpulan data, pencatatan pengikhtisaran penyusunan laporan yang merupakan sumber informasi alat pengawasan.

b. Wewenang :

1. Menyusun rencana kebutuhan inventaris sumber tenaga kerja, mengajukan permintaan kebutuhan barang-barang dan alat-alat kebutuhan subsie umum tersebut.

2. Membuat bukti penerimaan uang dan bukti pengeluaran yang berhubungan dengan barang, uang dan sumber tenaga manusia.

3. Memutuskan pembiayaan rutin yang jumlah dan jadwal pembayarannya telah ada dari Direksi.

4. Mengadakan perlengkapan dan pembiayaan insidentil dalam jumlah relatif kecil.

c. Tugas :

1. Mengelola para pegawai dan mengawasi pelaksanaannya.

2. Menyusun perencanaan dibidang umum, mengkoordinir pelaksanaan tugas dibidang umum, membimbing dan memberikan pengarahan kepada karyawan.

3. Mengadakan kunjungan tugas kepada instansi yang bekerjasama dengan BTPN, diantaranya Kantor Pos Pembendaharaan Negara dan Instansi lainnya.

4. Menyelesaikan surat keputusan.

d. Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program kerja yang ada pada Ka. Sie Umum dan SDM.

2. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanan sarana kerja yang ada pada Ka. Sie Umum dan SDM.

3. Bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penyimpangan-penyimpangan dari segala ketentuan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas kerugian penyimpangan lain.

4. Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Pembantu.

6. Kepala Seksi Laporan Keuangan

a. Fungsi :

1. Melakukan kegiatan pelaporan keuangan, pencatatan dan penatausahaan transaksi kas dan non kas.

2. Membuat neraca laba rugi harian dengan sistem yang telah dtentukan.

b. Wewenang :

1. Mengatur pembagian tugas, mengadakan koordinasi pengawasan dan pelaksanaan kerja di Seksi Laporan Keuangan.

2. Menerima bukti transaksi kas dan non kas untuk dibuat neraca laba rugi dan neraca lajur, dengan sistem yang telah ditentukan.

3. Menyajikan laporan keuangan harian, bulanan, triwulanan, tahunan dan evaluasi kinerja keuangan.

c. Tugas :

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi laporan keuangan.

2. Menyelenggarakan kegiatan dan pengelolaan yang menyangkut bidang pembukuan laporan keuangan dari seluruh unit kerja.

3. Menerima dan mencatat serta menatausahakan bukti transaksi kas dan non kas harian, membuat dan menyajikan laporan keuangan dengan sistem akuntansi perbankan yang telah ditentukan.

4. Membuat laporan keuangan harian dan mengirimkan ke Kantor Induk melalui faksimili dan E-mail setiap akhir hari.

5. Melakukan opname kas pada unit Head Teller setiap akhir hari tutup kas.

6. Mengisi dan mengirim Laporan Harian Bank Umum (LHBU) melalui internet ke Kantor Induk setiap hari kerja.

7. Memberikan pengarahan dan membantu unit kerja yang belum memahami sistem pelaporan yang telah ditentukan, untuk konsolidasi di Kantor Induk.

8. Melayani pemeriksa dari bagian pengawasan intern, maupun dari Bank Indonesia.

d. Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab menjalankan penyelenggaraan tugas seksi laporan keuangan dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Bertanggung jawab terhadap bawahannya dengan membuat penilaian Performance Appraisal (PA) untuk diajukan kenaikan pangkat/ golongan kepada pemimpin.

3. Melakukan tegoran lisan atau tulisan atas kesalahan yang dilakukan bawahannya, mengatur cuti tahunan dan atau cuti panjang.

4. Bertanggung jawab menjaga kerahasiaan keuangan perusahaan.

5. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan tugas program kerja sesuai pelaporan.

2.4 Aspek kegiatan Bank BTPN KCP Majalaya

Kegiatan yang dilakukan oleh Bank BTPN KCP Majalaya banyak ragam dan jenisnya baik dari segi Produk Funding maupun Lending.

1. Produk Funding

Produk Funding adalah suatu produk yang dikeluarkan oleh suatu bank yang bertujuan untuk menghimpun atau menarik serta mengarahkan dana dari masyarakat untuk disimpan pada bank yang bersangkutan, dimana bank akan memberikan balas jasa kepada nasabah berupa bunga. Pada Bank BTPN KCP Majalaya menyelenggarakan Produk Funding berupa :

a. Deposito Berjangka, merupakan simpanan masyarakat yang pengambilannya dilakukan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. Tabungan Pensiun, merupakan tabungan yang diperoleh melalui uang pensiun yang dibayar melalui bank.

c. Tabungan Citra, merupakan tabungan kesejahteraan yaitu tabungan khusus yang dilakukan oleh Bank BTPN.

2. Produk Lending

Produk Lending adalah produk yang dilakukan oleh suatu bank yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan bagi bank yang bersangkutan dan dilain pihak untuk membantu masyarakat melalui fasilitas kredit yang diberikan dimana pada akhirnya dapat menjalankan usahanya atau memperoleh skala usaha yang telah ada baik untuk konsumtif maupun produktif. 

Produk Lending yang diselenggarakan oleh Bank BTPN KCP Majalaya adalah :

a. Kredit Pensiun

Kredit Pensiun adalah fasilitas kredit yang diberikan khusus untuk para pensiun dengan berlandaskan pada SK Menteri Keuangan RI tanggal 20 Juni 1976 No. 975/ MK/ 1/ 1976.

b. Kredit Pegawai

Kredit Pegawai adalah pemberian pinjaman kepada pegawai yang hanya diberikan apabila antara Bank BTPN dengan instansi tempat pegawai tersebut bekerja telah terjalin adanya kerjasama untuk hal tersebut.

c. Kredit Deposan

Kredit Deposan adalah pemberian pinjaman kepada nasabah yang mempunyai simpanan pada Bank BTPN (Simpanan Deposito) yang dilaksanakan dengan syarat pokok depositonya dijadikan jaminan.

d. Kredit Umum atau Kredit Usaha Kecil

Kredit Umum atau Kredit Usaha Kecil adalah pemberian kredit usaha kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan termasuk pada kebijaksanaan pemerintah tanggal 29 Juni 1990 No. 22/ 4/ KUK yang antara lain terdiri dari :

1. Kredit Modal Kerja, terdiri dari :

a) Kredit Modal Kerja Perdagangan Luar Negeri

b) Kredit Modal Kerja Industri

c) Kredit Modal Kerja untuk Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

2. Kredit Investasi, terdiri dari :

a) Kredit Investasi Industri

b) Kredit Investasi Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Yang dimaksud dengan Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah pemberian kredit kepada pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengguna fasilitas kredit tersebut ditujukan untuk usaha produktif.

Sebagai Kantor Cabang Pembantu Bank BTPN Majalaya, mempunyai 2 macam modal yaitu :

1. Modal Intern

Modal Intern adalah modal yang didapat dari dalam Bank BTPN itu sendiri.

2. Modal Ekstern

Modal Ekstern adalah modal yang didapat dari luar berupa deposito, tabungan maupun dari hasil pembayaran kredit yang masuk ke kas Bank BTPN.
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